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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, pelaksanaan 
self assesment system, insentif pajak dan praktik akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak. Populasi 
dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM di Kabupaten Kudus. Teknik pengambilan sampel adalah 
metode purposive sampling dengan total sampel sebanyak 400 wajib pajak. Data yang digunakan adalah 
data primer yang diambil dari responden melalui penyebaran kuesioner. Metode analisis data 
menggunakan structural equation model dengan AMOS 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
variabel pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel 
sosialisasi perpajakan, pelaksanaan self assessment system, insentif pajak, dan praktik akuntansi tidak 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 
 
Kata kunci: Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pelaksanaan Self Assessment System, Insentif Pajak, 

Praktik Akuntansi 

I. Pendahuluan 

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan: “Pajak adalah iuran wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa menurut undang-undang, tanpa menerima imbalan 
secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk keperluan negara. kemakmuran 
rakyat yang sebesar-besarnya. (Nurul Asda Fatima, 2022) Membayar pajak merupakan 
perwujudan kewajiban negara serta peran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan 
secara langsung dan bersama-sama untuk pembiayaan dan pembangunan nasional. Menurut 
falsafah hukum perpajakan membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi 
merupakan hak seluruh warga negara dalam bentuk ikut serta dalam pembiayaan dan 
pembangunan negara. 

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat per 31 
Maret 2021 telah dilaporkan 11.277.713 SPT untuk tahun 2020. Secara spesifik jumlah tersebut 
berasal dari 10.958.636 wajib pajak orang pribadi dan 319.077 wajib pajak badan. Pencapaian ini 
belum mencapai target Ditjen Pajak sebesar 15 juta SPT 2020 yang telah dilaporkan. Sebab, 
Ditjen Pajak memiliki target tingkat kepatuhan resmi sebesar 80% untuk total 19 juta wajib pajak 
terdaftar. Artinya, tingkat kepatuhan hingga akhir bulan Maret hanya 59,3%. Batas waktu 
pelaporan SPT Tahunan 2020 bagi wajib pajak orang pribadi adalah 31 Maret 2021, masih ada 
6,39 juta wajib pajak orang pribadi yang tidak melaporkan kewajiban pajaknya pada 2020. 
Sementara itu, data per 1 April 2021 wajib pajak badan melaporkan   SPT   tahunannya   sebesar   
319   ribu.   Jumlah   ini   masih   rendah dibandingkan dengan total wajib pajak badan yang 
mendaftar sebanyak 1,65 juta (nasional kontan, 2021). 

Tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Kudus dalam menyampaikan Surat 
Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan sampai dengan 28 Juni 2021 telah mencapai 
83,73%. Dengan selesainya penyampaian SPT PPh, maka jumlah Wajib Pajak yang telah 
membayar SPT PPh mencapai 41.173 Wajib Pajak dari total 54.481 Wajib Pajak di Kabupaten 
Kudus. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus menargetkan untuk melaporkan 90% 
SPT atau 49.033 Wajib Pajak yang diharapkan melaporkan pajaknya dengan total 54.481 Wajib 
Pajak di Kabupaten Kudus (solopos, 2021). 
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Gambar 1  
Data Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak UMKM di Kabupaten Kudus 

               

Sumber: KPP Pratama Kudus per 11 November 2021 

Berdasarkan gambar 1, jumlah wajib pajak UMKM dari tahun 2017 sampai dengan 2021 
terus mengalami peningkatan yang artinya jumlah wajib pajak UMKM di Kabupaten Kudus 
semakin banyak dimana di tahun 2018 terdapat kenaikan sebanyak 1.859, tahun 2019 terdapat 
kenaikan sebanyak 2.101, tahun 2020 terdapat kenaikan sebanyak 1.739, dan tahun 2021 terdapat 
kenaikan sebesar 1.461, sedangkan penerimaan wajib pajak UMKM meningkat hanya pada 
tahun 2017 sampai 2018 dimana terjadi peningkatan sebesar Rp 1.511.518.715, namun mulai 
tahun 2018 sampai 2021 terus mengalami penurunan. 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bidang kegiatan yang 
memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selama sepuluh tahun 
terakhir, laju pertumbuhan jumlah unit UMKM antara tahun 2016-2019 meningkat sebesar 4,2% 
setiap tahunnya dan rata-rata kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) 
Indonesia selama 3 tahun terakhir lebih dari 50%. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM memiliki 
kemampuan untuk secara mandiri menggerakkan sektor ekonomi masyarakat dan menopang 
pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk itu, UMKM menjadi salah satu bidang usaha yang 
diunggulkan Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor jasa, karena 
berkontribusi terhadap perekonomian dan perdagangan Indonesia (Soetjipto, 2020).  

 
II.    Tinjauan Teori 

Theory of Planned Behaviour 
Theory of planned behaviour atau teori perilaku terencana merupakan perkembangan dari theory of 

reasoned action atau teori tindakan beralasan yang dicetuskan pertama kali oleh Ajzen dan Fishbein 
pada tahun 1980 yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh hubungan 
independen antara identitas individu dengan rencana berperilaku. 

 
Teori Atribusi 

Teori Atribusi ditemukan oleh Fritz Heider (1985) adalah teori yang berkaitan dengan 
bagaimana individu menafsirkan peristiwa yang berkaitan dengan pikiran dan perilaku mereka. 
Teori atribusi menyatakan bahwa setelah seorang individu mengamati perilaku orang lain, maka 
individu tersebut akan berusaha untuk menentukan apakah perilaku ini dihasilkan secara internal 
atau eksternal (Robbins, 1996) dalam Setiawan (2018). 
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Kepatuhan Wajib Pajak 

Menurut Arisandy (2017) kepatuhan pajak adalah suatu kondisi dimana seorang wajib pajak 
harus memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan menggunakan hak perpajakannya. 
Kepatuhan wajib pajak dibentuk oleh aspek kepatuhan pajak penegakan dan kompensasi. 
Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Faktor-
faktor tersebut meliputi sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, pelaksanaan self assessment system, 
insentif pajak, dan praktik akuntansi. 

 
Sosialisasi Perpajakan 

Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-98/PJ/2011 tentang 
pedoman perencanaan dan pelaporan kegiatan konsultasi perpajakan bagi unit-unit vertikal di 
lingkungan Ditjen Pajak bahwa sosialisasi perpajakan adalah upaya dan proses memberikan 
informasi pengetahuan perpajakan untuk mendorong perubahan pengetahuan keterampilan dan 
sikap warga negara dalam bisnis organisasi dan lembaga pemerintah dan non pemerintah, 
sehingga mereka didorong untuk memahami tanggung jawab mereka dengan baik dan 
berkontribusi pada kewajiban perpajakannya. Dengan adanya sosialisasi maka wajib pajak ke 
depan dapat mengetahui informasi dan perkembangan terkait bidang perpajakan. Jika wajib pajak 
dipahami dengan baik dan cukup melalui sosialisasi, maka wajib pajak akan menyadari 
pentingnya membayar pajak sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. 

Sosialisasi perpajakan mengacu pada theory of planned behavior yang didasari oleh niat 
yang timbul dari diri wajib pajak. Sosialisasi pajak dapat dilakukan melalui langsung maupun tidak 
langsung yang bertujuan untuk menjadi sarana informasi, pengetahuan, dan pemahaman pajak 
bagi wajib pajak sehingga wajib pajak akan termotivasi agar menjadi perilaku yang taat pajak. 

Penelitian ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2018) yang 
menyebutkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin 
baik sosialisasi yang dilakukan, maka semakin tinggi niat wajib pajak sehingga tingkat kepatuhan 
wajib pajak meningkat. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

H1 = Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak  
 
Pelayanan Fiskus 

Pelayanan fiskus diartikan sebagai suatu cara bagi petugas pajak untuk membantu 
mengelola atau mempersiapkan segala kebutuhan terkait perpajakan yang dibutuhkan wajib pajak 
(Boediono, 2003:60). Kepatuhan wajib pajak dapat ditentukan dari pelayanan perpajakan yang 
diberikan oleh pemerintah. Munculnya kasus-kasus terkait pajak selain merugikan negara juga 
menurunkan nilai pengabdian kepada masyarakat dan menjadi kurang efektif. Semakin baik 
kualitas pelayanan pemerintah semakin mendorong wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan 
pajak mereka yang dapat menyebabkan pendapatan pemerintah yang tinggi. 

Pelayanan pajak mengacu pada theory planned of behavior yang didasari oleh niat yang 
timbul dari diri wajib pajak. Pelayanan dimana pelayanan dan kepatuhan perpajakan yang 
berkualitas memuat wajib pajak merasa terbantu dan memungkinkan wajib pajak memiliki niat 
untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Anjanni, dkk (2019) yang 
mengemukakan bahwa pelayanan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 
pajak. Hal ini menunjukkan semakin baik pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak, maka 
semakin tinggi niat wajib pajak sehingga kepatuhan wajib pajak meningkat. Berdasarkan uraian 
tersebut maka hipotesis penelitian ini adalah: 

H2 = Pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 
 
 



 
 

 

353 | ISSN: 2338-2716 

 
 

Pelaksanaan Self Assessment System 
Menurut Farouq (2018:157-158) berpendapat bahwa pelaksanaan self assessment system 

adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak dalam 
penghitungan, pembayaran dan pelaporan tunggakan pajaknya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan perpajakan. Dengan menerapkan self assessment system yang mewajibkan 
wajib pajak untuk patuh, hal ini membuka peluang besar bagi wajib pajak untuk memanipulasi 
perhitungan pajak dan penipuan lainnya. Wajib pajak harus jujur dalam menerapkan self 
assessment system untuk lebih meningkatkan pembayaran pajaknya. Jika wajib pajak baik 
menggunakan sistem ini maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 

Pelaksanaan self assessment system mengacu pada theory of planned behavior yang 
didasari oleh niat yang timbul dari diri wajib pajak. Sistem ini menuntut keaktifan dan kejujuran 
dari wajib pajak untuk lebih meningkatkan pembayaran pajaknya. Oleh karena itu, pengaruh self 
assessment system terhadap kepatuhan wajib pajak menjadi sangat penting, karena jika 
digunakan dengan benar akan mengarah pada kepatuhan yang jujur dan konsisten terhadap 
peraturan tentang perpajakan. 

Penelitian ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Listiyowati, dkk (2021) dan Anjanni, 
dkk (2019) yang menyebutkan bahwa pelaksanaan self assessment system berpengaruh positif 
terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik niat wajib pajak 
menggunakan sistem ini, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian 
tersebut, hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H3 = Pelaksanaan self assessment system berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 
pajak 
 
Insentif Pajak 

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD, 2003) dalam Saputro 
dan Meivira (2020) mendefinisikan insentif pajak sebagai instrumen yang mengurangi beban 
pajak pihak manapun untuk membujuk mereka untuk berinvestasi dalam proyek atau sektor 
tertentu. Melalui pemberian insentif pajak diharapkan akan berdampak positif terhadap kenaikan 
tingkat investasi dan menimbulkan berbagai efek multiplier terhadap perekonomian nasional, 
serta dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi insentif pajak yang diberikan 
pemerintah, maka akan memberikan efek pada kepatuhan wajib pajak. 

Insentif pajak mengacu pada teori atribusi dimana menjelaskan mengenai penyebab dan 
motif tentang perilaku seseorang yang berasal dari internal atau eksternal. Pemerintah 
memberikan insentif pajak dengan tujuan meringankan beban wajib pajak dalam kewajiban 
perpajakannya, sehingga akan membuat wajib pajak akan menyadari tentang kewajiban 
membayar pajaknya. 

Penelitian ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Salman, dkk (2020) dan juga 
Saputro dan Meivira (2020) yang menyebutkan bahwa insentif pajak berpengaruh positif 
terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi insentif yang 
diberikan maka semakin tinggi niat wajib pajak untuk membayar pajaknya sehingga kepatuhan 
pajak akan meningkat. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H4 = Insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 
 
Praktik Akuntansi 

Praktik akuntansi adalah sistem akuntansi yang mengumpulkan dan memproses informasi 
akuntansi dan data menurut mata pelajaran dan isi pekerjaan akuntansi serta standar dan rezim 
akuntansi (Wang, 2019) dalam Saputro dan Meivira (2020). Sistem Informasi Akuntansi 
membantu menghasilkan informasi yang cepat, tepat, dan akurat. Hal ini menunjukkan bahwa 
dengan metode pencatatan, peringkasan dan memvalidasi data tentang transaksi keuangan bisnis 
dalam organisasi terkait dengan masalah kepatuhan pajak. Sistem akuntansi yang baik akan 
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membantu manajer melengkapi persyaratan kepatuhan pajak dengan cepat dan dengan mudah 
guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 

Praktik Akuntansi mengacu pada theory of planned behavior yang didasari oleh niat yang 
timbul dari diri wajib pajak. Wajib pajak akan mematuhi kewajiban perpajakannya jika wajib pajak 
merasa informasi yang diberikan tepat dan akurat maka akan muncul kemauan dari diri sendiri 
untuk membayar kewajiban perpajakannya. Informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi 
tersebut adalah informasi keuangan dan informasi non keuangan yang sangat membantu dalam 
melakukan pencatatan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. 

Penelitian ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Saputro dan Meivira (2020) 
yang menyebutkan bahwa praktik akuntansi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik praktik akuntansi yang dijalankan maka semakin tinggi 
niat wajib pajak untuk membayar pajaknya sehingga kepatuhan pajak akan meningkat. 
Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H5 = Praktik akuntansi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 

 
III. Metode 

Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data primer 
dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data dari responden. Analisis yang 
digunakan yaitu analisis structural equation model dengan aplikasi AMOS 26. Populasi dalam 
penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki UMKM di Kabupaten Kudus 
berjumlah 24.831. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria, 
yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di 
Kabupaten Kudus dan Wajib Pajak menggunakan fasilitas insentif Pajak sesuai dengan PP 23 
Tahun 2018 yang berjumlah 400 responden. Pengujian yang dilakukan yaitu uji kelayakan data 
yang meliputi uji validitas dan uji reliabilitas, kemudian pengujian structural equation model dengan 
kriteria goodness of fix (RMSEA, GFI, AGFI, TLI, CFI), kemudian dilakukan pengujian hipotesis. 

IV. Hasil dan Analisis 

Uji Validitas Data 
Uji validitas digunakan untuk menguji kevaliditan data pada penelitian ini dimana kriteria 

pengambilan keputusan didasarkan pada melihat Estimate pada Standardized Regression Weights. 
Tabel 1 Uji Validitas 

KONSTRUK  VARIABEL ESTIMATE KETERANGAN 

X1.1 <--- X1 0,669 Valid 

X1.2 <--- X1 0,727 Valid 

X1.3 <--- X1 0,747 Valid 

X1.4 <--- X1 0,692 Valid 

X1.5 <--- X1 0,691 Valid 

X.2.1 <--- X2 0,655 Valid 

X2.2 <--- X2 0,611 Valid 

X2.3 <--- X2 0,548 Valid 

X2.4 <--- X2 0,542 Valid 

X2.5 <--- X2 0,631 Valid 

X.2.6 <--- X2 0,621 Valid 

X2.7 <--- X2 0,582 Valid 

X2.8 <--- X2 0,665 Valid 
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KONSTRUK  VARIABEL ESTIMATE KETERANGAN 

X2.9 <--- X2 0,632 Valid 

X2.10 <--- X2 0,618 Valid 

X2.11 <--- X2 0,617 Valid 

X2.12 <--- X2 0,579 Valid 

X3.1 <--- X3 0,656 Valid 

X3.2 <--- X3 0,601 Valid 

X3.3 <--- X3 0,577 Valid 

X3.4 <--- X3 0,6 Valid 

X3.5 <--- X3 0,623 Valid 

X3.6 <--- X3 0,654 Valid 

X3.7 <--- X3 0,631 Valid 

X3.8 <--- X3 0,592 Valid 

X3.9 <--- X3 0,609 Valid 

X3.10 <--- X3 0,597 Valid 

X4.1 <--- X4 0,77 Valid 

X4.2 <--- X4 0,731 Valid 

X4.3 <--- X4 0,615 Valid 

X5.1 <--- X5 0,702 Valid 

X5.2 <--- X5 0,794 Valid 

X5.3 <--- X5 0,79 Valid 

Y1 <--- Y 0,69 Valid 

Y2 <--- Y 0,715 Valid 

Y3 <--- Y 0,661 Valid 

Y4 <--- Y 0,556 Valid 

     Sumber: Hasil olah data AMOS 26, 2022 
 

Berdasarkan pada tabel 1 dapat diketahui bahwa semua variabel indikator (observed) adalah 
valid, hal ini dapat dilihat pada nilai estimasi semua kontruk  variabel > 0,5.  
Uji Reliabilitas 

 
Uji reliabilitas data digunakan untuk mengukur kehandalan suatu kuesioner dalam suatu 

variabel. Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat nilai Construct Reliability (CR). 
Tabel 2 Uji Reliabilitas Data 

Variabel Nilai CR 

X1 0,71 

X2 0,61 

X3 0,61 

X4 0,71 

X5 0,79 

Y 0,66 

        Sumber: Ms. Excel 2010, 2022 



 
 

 

356 | ISSN: 2338-2716 

 
 

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa semua variabel lebih besar dari 0,6 yang artinya 
bahwa semua variabel dalam penelitian memiliki kehandalan. 

 
Analisis Structural Equation Model 

Analisis Structural Equation Model digunakan untuk menguji hubungan antar variabel dalam 
suatu model baik pola antara indeks dan strukturnya maupun hubungan antar struktur (Ginting 
2009). Pengujian Structural Equation Model pada penelitian ini menggunakan software AMOS 
26. 

Tabel 3 Uji Goodness of Fit 

Goodness of Index Cut-off Value Hasil Estimasi Keterangan 

RMSEA ≤ 0,08 0,052 Baik 

GFI ≥ 0,80 0,847 Baik 

AGFI 0,8 ≤  AGFI ≤ 0,90 0,825 Marginal 

TLI 0,6 ≤  TLI ≤ 0,95 0,888 Marginal 

CFI 0,6 ≤ CFI ≤ 0,95 0,897 Marginal 

Sumber: Hasil Olah Data Output AMOS 26, 2022 
 

Berdasarkan tabel 3 pengujian goodness of fit tersebut menunjukkan bahwa model keseluruhan 
memenuhi kriteria goodness of fit. 
 
Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis ini adalah dengan menganalisis nilai Critical Ratio (CR) dan nilai Probability 
(P) hasil olah data, dibandingkan dengan batasan statistik yang disyaratkan, yaitu lebih besar dari 
1,96 untuk nilai CR dan lebih kecil dari 0,05 untuk nilai P (Ghozali, 2014). 

 
Gambar 2 

Diagram Alur Penelitian 

 
Sumber: AMOS 26, 2022 

 
 
 
 



 
 

 

357 | ISSN: 2338-2716 

 
 

 
Tabel 4 Pengujian Hipotesis 

No Hipotesis C.R. P Kesimpulan 

1 Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif 
terhadap kepatuhan   wajib pajak (H1) 

1,413 0,158 H1 Ditolak 

2 Pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap 
kepatuhan wajib pajak (H2) 

4,74 0,00 H2 Diterima 

3 Pelaksanaan self assessment system berpengaruh positif 
terhadap kepatuhan 
wajib pajak (H3) 

-1,13 0,258 H3 Ditolak 

4 Insentif pajak berpengaruh positif terhadap 
kepatuhan wajib pajak (H4) 

0,459 0,646 H4 Ditolak 

5 Praktik akuntansi berpengaruh positif terhadap 
kepatuhan wajib pajak (H5) 

1,226 0,22 H5 Ditolak 

  Sumber: Hasil olah data output AMOS 26, 2022 
Berdasarkan pada tabel 4 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
 

1. Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak 
Berdasarkan tabel 4 pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan 

bahwa CR 1,41 < 1,96 dan P 0,15 > 0,05, maka dapat dikatakan bahwa Ho diterima dan Ha1 
ditolak, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan pada wajib pajak UMKM di Kabupaten 
Kudus tidak mendukung theory planned of behavior dikarenakan sosialisasi yang dilakukan oleh 
Direktorat Jenderal Pajak tidak mampu membangkitkan niat wajib pajak untuk patuh terhadap 
kewajibannya. Hal tersebut disebabkan karena wajib pajak UMKM tidak menghadiri sosialisasi 
yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 

 Sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak UMKM 
mengenai perpajakan belum optimal. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak harus melakukan 
sosialisasi yang lebih optimal lagi dengan mengadakan sosialisasi pajak secara rutin dan 
mengadakan acara yang membahas peraturan perpajakan yang berlaku guna memberikan 
pengetahuan yang lebih mendalam kepada wajib pajak UMKM mengenai perpajakan sehingga 
kepatuhan wajib pajak dapat meningkat. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Listiyowati, dkk (2021), Yulia, dkk (2020) dan 
Ainul dan Susanti (2021) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh 
terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan sosialisasi yang dilakukan dianggap belum maksimal. 
Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Setiawan (2018) yang menyatakan sosialisasi 
perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 

 
2. Pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak 

Berdasarkan tabel 4 pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak 
menunjukkan bahwa CR 4,74 > 1,96 dan P 0,00 < 0,05, maka dapat dikatakan bahwa Ho ditolak 
dan Ha2 diterima, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif 
terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori pada theory planned of 
behavior yang didasari oleh niat yang timbul dari diri wajib pajak. Pelayanan fiskus merupakan 
salah satu hal yang meningkatkan minat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 
Semakin baik pelayanan yang diberikan petugas pajak kepada wajib pajak maka tingkat kepatuhan 
wajib pajak akan semakin meningkat. Pelayanan pajak merupakan salah satu hal yang 
meningkatkan minat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan diharapkan 
petugas pelayanan pajak harus memiliki kompetensi yang baik terkait segala hal yang 
berhubungan dengan perpajakan di Indonesia.  
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Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Anjanni, dkk (2019) yang mengemukakan 
bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini 
menunjukkan bahwa semakin baik pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak, maka semakin 
tinggi niat wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini berbeda 
dengan penelitian Listiyowati, dkk (2021) dan Dewi, dkk (2019) dimana pelayanan fiskus tidak 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 

 
3. Pengaruh pelaksanaan self assessment system terhadap kepatuhan wajib pajak  

Berdasarkan tabel 4 pengaruh pelaksanaan self assessment system terhadap kepatuhan wajib 
pajak menunjukkan bahwa CR -1,13 < 1,96 dan P 0,25 > 0,05, maka dapat dikatakan bahwa Ho 
diterima dan Ha3   ditolak, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan self assessment 
system tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.  

Hasil penelitian yang dilakukan pada wajib pajak UMKM di Kabupaten Kudus tidak 
mendukung teori theory planned of behavior dikarenakan pelaksanaan self assesment system 
belum mampu membangkitkan niat wajib pajak untuk patuh terhadap kewajibannya. Pelaksanaan 
self assessment system yang didasarkan pada kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, dan 
kejujuran wajib pajak dalam melakukan pembayaran kewajibannya belum optimal dikarenakan 
masih terdapat sejumlah wajib pajak yang kebingungan dalam mengisi SPT tahunannya yang 
ditemukan selama proses observasi. Kesulitan yang dialami wajib pajak tersebut berpengaruh 
pada kepatuhan wajib pajak.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sinaga, dkk (2019) yang 
mengemukakan bahwa pelaksanaan self assessment system tidak berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Listiyowati, dkk (2021) 
dan Anjanni, dkk (2019) yang mengemukakan bahwa self assessment system berpengaruh positif 
terhadap kepatuhan wajib pajak. 

 
4. Pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 

Berdasarkan tabel 4 pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan 
bahwa CR 0,45 < 1,96 dan P 0,64 > 0,05, maka dapat dikatakan bahwa Ho diterima dan Ha4 
ditolak, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa insentif pajak tidak berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori atribusi yang didasari oleh 
perilaku seseorang secara internal maupun eksternal. Artinya semakin besar pemberian insentif 
pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Adanya insentif pajak yang diberikan 
pemerintah tidak mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dikarenakan insentif yang 
diberikan kepada pelaku UMKM tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh wajib pajak.  

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Gusrina, dkk (2021) yang menyatakan bahwa 
insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Insentif pajak yang diberikan 
oleh pemerintah kepada wajib pajak UMKM belum mampu meningkatkan kepatuhan terhadap 
perpajakan. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputro dan 
Meivira (2020) yang menyatakan bahwa insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan 
wajib pajak. 

 

5. Pengaruh praktik akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak 
Berdasarkan tabel 4 pengaruh praktik akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak 

menunjukkan bahwa CR 1,22 < 1,96 dan P 0,22 > 0,05, maka dapat dikatakan bahwa Ho 
diterima dan Ha5 ditolak, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa praktik akuntansi tidak 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan pada wajib pajak 
UMKM di Kabupaten Kudus tidak mendukung theory planned of behavior yang didasari oleh 
niat yang timbul dari diri wajib pajak. Sistem Informasi Akuntansi belum mampu membantu 
menghasilkan informasi yang cepat, tepat, dan akurat. Praktik akuntansi tersebut tidak dapat 
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membantu UMKM dalam menilai perkembangan aset mereka dikarenakan kurangnya 
pengetahuan dan pemahaman wajib pajak sehingga tidak dapat memudahkan dalam menentukan 
pajak pendapatan yang diperoleh UMKM. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Triatmoko dan Mubarok (2020) yang 
menyebutkan bahwa praktik akuntansi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil 
penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Saputro dan Meivira (2020) dimana praktik 
akuntansi memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. 

 
 

V. Kesimpulan 

Sosialiasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, pelayanan fiskus 
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, pelaksanaan self assessment system tidak 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, insentif pajak tidak berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak, dan praktik akuntansi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 
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